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NAMA : Indra Pratama
NIM : 10500113183
JUDUL : Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang Undang
Hukum Perdata dan Hukum Islam
Pokok permasalahan yang diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana konsep
perjanjian perkawinan, kemudian dijabarkan dalam sub masalah yaitu (1) bagaimana
konsep perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata? (2)
bagaimana konsep perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam?. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian perkawinan menurut Kitab
Undang Undang Hukum Perdata dan konsep perjanjian perkawinan menurut Hukum
Islam.
Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pustaka (library research) yang
sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan
pembahasan terkait dan untuk mendukung data yang diperoleh dari bahan pustaka
dilakukan wawancara langsung terhadap pegawai Kantor Urusan Agama Kec.
Rappocini Kota Makassar dan pegawai Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil
Kota Makassar.
Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa konsep perjanjian
perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata ialah perjanjian yang
dibuat oleh calon suami isteri sebelum dilangsungkan pernikahan, berisikan akibat
perkawinan terhadap harta, bentuk perjanjiannya ada tiga yaitu: kebersamaan untung
rugi, kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta. Perjanjian perkawinan
tersebut harus dibuat oleh notaris dan isinya tidak dapat diubah.
Sedangkan konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dinyatakan
bahwa perjanjian dalam suatu perkawinan ada dua bentuk yaitu taklik talak dan
perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, Taklik talak adalah
perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad yang tercantum dalam akta
nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu. Perjanjian
perkawinan dalam Hukum Islam harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Perjanjian perkawinan hendaknya menjadi salah satu persiapan pasangan
calon suami isteri sebelum pernikahan sebab perjanjian tersebut bisa melindungi
kepentingan kedua pihak apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan




A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya
manusia lain secara alamiah masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai
daya tarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk
suatu ikatan yang disebut perkawinan.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,1
sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitsaqan ghalizhaan untuk menaati perintah Allah
melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat
perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya  yaitu menciptakan
kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku
perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.2
Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu sarana untuk menjauhkan
manusia dari perbuatan dosa. Dalam Islam banyak sekali ayat alquran yang
1Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
2Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.13.
2menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan pernikahan, salah satunya
firman Allah dalam QS. An-Nur (24) : 32
                       
            
Terjemahannya:
“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan
juga orang orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui".3
Tafsiran ayat ini menurut tafsir Al-Misbah adalah, ayat ini menyatakan
hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin,
perhatikanlah siapa yang berada disekeliling kamu dan kawinkanlah yakni
bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian di antara kamu, agar
mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram
lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari
hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang
perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan
seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena
jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka dengan karunia-Nya dan
Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.4
3Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata, (Bandung: CV Haekal
Media Center, 2007), h.354.
4M.Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h.335.
3Menurut tafsir Al-Azhar ayat ini menjelaskan mengenai soal
mengawinkan yang belum beristeri atau bersuami bukanlah semata-mata urusan
pribadi yang bersangkutan, atau urusan rumah tangga dari orang tua  kedua orang
yang bersangkutan saja tetapi menjadi urusan pula dari jamaah Islamiah,
tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu. Apabila zina termasuk
dosa besar yang sangat aib, padahal kehendak kelamin manusia adalah hal wajar,
yang termasuk keperluan hidup, maka kalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin
hendaklah dibuka lebar. Dalam ayat ini wa ankihu, hendaklah kawinkan oleh
kamu, hal orang banyak. Terbayanglah di sini bahwa masyarakat Islam mesti ada
dan dibentuk supaya ada yang bertanggungjawab memikul tugas yang diberikan
Tuhan itu.5
Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah adalah doa
yang seringkali dipanjatkan oleh setiap Muslim yang di mana hal tersebut juga
merupakan tujuan dari perkawinan, tujuan lain dari perkawinan adalah
menentramkan jiwa, mewujudkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan
latihan memikul tanggung jawab. Paling tidak keempat hal tersebut merupakan
tujuan perkawinan yang harus benar-benar dipahami oleh calon suami atau isteri
supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir pada
perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.6
5Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 13-14, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h.4933.
6Abror Sodik, Fikih Keluarga Muslim,  (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2015), h.3.
4Walaupun perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya tetapi terkadang
ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat
dipertahankan. Bahkan saat ini lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika
menyebabkan banyak perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan
tertentu seperti masalah harta, kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki
maupun pihak perempuan. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-
lebih bila hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal ini akan menjatuhkan
dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya.7
Apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan berakhir pada perceraian,
ketika terjadi perceraian sering kali terjadi sengketa mengenai harta. Suami dan
isteri saling memperebutkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan
bukan hanya mengenai harta, hak asuh anakpun menjadi masalah yang tak dapat
dihindari setelah terjadi perceraian. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa
mengenai hal tersebut diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian.
Perjanjian perkawinan (huwdjiks atau huwelijkse wourwaarden) adalah
perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum
dilangsungkannya perkawinan,8 perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian
agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-
poin  yang disetujui kedua belah pihak.
7Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, h.16.
8R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, (Personen
En Familie Recht), (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008), h.74.
5Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh
seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun
kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam
perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur
ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk
perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian
lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak
untuk dilaksanakan.9 Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir
menurut jemaah ahli hadis:10
ِﯿﺒَﺣ ِﻲَﺑأ ُﻦْﺑ ُﺪﯾِﺰَﯾ ِﻲَﻨﺛﱠﺪَﺣ :َلَﺎﻗ ،ُﺚْﯿﱠﻠﻟا َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ،َﻒُﺳُﻮﯾ ُﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ ،ﺐ
 ِﻦْﺑ ََﺔﺒْﻘُﻋ ْﻦَﻋ ،ِﺮْﯿَﺨﻟا َﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ َ،ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ ﻲِﺿَر ٍﺮِﻣﺎَﻋ ِﮫْﯿ
 َجوُُﺮﻔﻟا ِِﮫﺑ ُْﻢﺘَْﻠﻠَْﺤﺘْﺳا ﺎَﻣ ِِﮫﺑ اُﻮﻓُﻮﺗ َْنأ ِطوُﺮ ﱡﺸﻟا ﱡﻖََﺣأ :َﻢﱠﻠَﺳَو
Artinya:
“Telah diberitakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah diberitakan
kepada kami layyis\ berkata : telah memberitakan kepada kami yazid bin Abi
Habib, dari Abi al-Khair, dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a berkata: bahwa Rasulullah
saw bersabda: sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi
adalah persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan”
Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian
perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak
9Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenademia
Group, 2006), h.146.
10Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, al-Jami’ al-Musnad shahih Mukhtashir
min Umuri Rasulullah Sallahlahu alaihi wasallam: Shahih al-Bukhari, (Cet.I: Darl Tawwaq al-Najah:
t.tt 1422H), h.190.
6diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka
di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan.
Mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang
memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap
tabu dan dilarangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang
menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis,
kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.11
Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa dengan dibuatnya perjanjian
perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi
perceraian, dengan dibuatnya akan mempermudah masalah pembagian harta, hak
asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan
suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Dalam
perkembangannya, perjanjian tersebut tidak hanya mengatur semata-mata
masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama
dan kesusilaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas
mengenai “Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Hukum Islam”.
11Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, Jurnal Dinamika Hukum 8,
no. 3 (September 2008), h. 251.
7B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus penelitian
Pada penulisan ini penulis fokus membahas mengenai perjanjian perkawinan.
2. Deskripsi Fokus
Penelitian ini menjelaskan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas akan
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata?
2. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam?
D. Kajian Pustaka
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan
dengan penelitian ini ditemukan beberapa penelitian dan buku yang membahas
mengenai penelitian ini dan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan,
diantaranya
1. Skripsi yang disusun oleh Fitrah Saputra dari Fakultas Hukum Universitas
Islam Riau Pekanbaru tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap
Perjanjian Kawin di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini difokuskan untuk
melihat faktor penyebab pembuatan perjanjian kawin di Kota Pekanbaru,
8mengetahui subtansi dari perjanjian kawin di Kota Pekanbaru, serta untuk
mengetahui akibat hukum dengan disahkannya perjanjian kawin tersebut.
2. Buku yang berjudul Fikih Munakahat. Buku ini menjelaskan mengenai rukun
dan syarat sah perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dan berbagai
macam talak. Dijelaskan dalam buku ini bahwa talak mua’llaq adalah talak
yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa akan datang, talak ini disebut juga
sebagai taklik talak maksud dari adanya talak adalah usaha atau daya untuk
melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya.
3. Buku yang berjudul The Law of Love. Buku ini menjelaskan bahwa istilah
perjanjian pranikah atau prenuptial agreement memang masih kurang populer
di telinga masyarakat Indonesia ditambah lagi masih banyak informasi yang
keliru mengenai apa itu perjanjian pranikah. Hingga saat ini banyak
masyarakat yang menganggap perjanjian pranikah sebagai sesuatu yang aneh,
hal tersebut dikarenakan di Indonesia masih banyak yang beranggapan jika
seseorang dan pasangannya membuat perjanjian pranikah itu artinya orang
tersebut tidak percaya dengan pasangannya. Padahal perjanjian pranikah
merupakan salah satu cara untuk melindungi kepentingan individu masing-
masing dan menghindarkan pernikahan dari hal – hal yang tidak diinginkan
kemudian hari.
4. Buku yang berjudul “Hukum Orang dan Keluarga (Person En Familie-
Recht)” dalam buku ini dijelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian
yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum mereka melangsungkan
9perkawinan dan bertujuan untuk mengatur akibat perkawinan yang
menyangkut harta kekayaan. Perjanjian kawin lebih bersifat hukum
kekeluargaan (Familie rechtelijk).
5. Buku berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”. Di buku ini
dijelaskan dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan
nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan
diteruskan dalam sebagian kitab fiqih dengan maksud yang sama adalah
persyaratan dalam perkawinan. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan
perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-
pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam buku ini
juga dijelaskan membuat perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan
hukumnya mubah artinya seseorang boleh membuat perjanjian tersebut dan
boleh juga tidak.
Dari hasil mempelajari beberapa kajian pustaka dan referensi tersebut,
tidak ditemukan pembahasan yang spesifik sama dengan penelitian ini. Dalam
penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan mengenai apa yang dimaksud
perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penulis juga memaparkan bentuk perjanjian
perkawinan serta syarat sahnya perjanjian tersebut dari apa yang dipaparkan
dalam penelitian ini, penulis berharap masyarakat akan memperoleh banyak
informasi mengenai pentingnya mengadakan perjanjian perkawinan sebab
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manfaat yang diperoleh dari adanya perjanjian itu sendiri sangat banyak dan tidak
lagi menganggap perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang tak lazim melainkan
menjadikan sebagai salah satu persiapan untuk menuju pernikahan.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan
(library research) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan,
mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang
relevan dengan masalah yang diteliti yang mana diambil dari berbagai
sumber yang membahas mengenai hukum perkawinan yang berlaku di
Indonesia maupun hukum perkawinan Islam, perjanjian perkawinan dan harta
benda dalam perkawinan.
2. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan
yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka12, pada penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar
yang digolongkan data sekunder.
Metode pendekatan tersebut digunakan mengingat bahwa
permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan-peraturan mengenai
12Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), h.13.
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perjanjian perkawinan yang terdapat dalam buku atau literatur yang
digunakan untuk menyusun.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang berasal
dari literatur-literatur bacaan antara lain dari undang-undang, buku-buku
hukum maupun sumber bacaan lainnya dan pada penelitian ini dilakukan
interview yaitu wawancara langsung terhadap pegawai Kantor Urusan
Agama dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam
pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dan metode kutipan sebagai
berikut:
a. Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan dari orang lain
secara langsung sesuai dengan aslinya tanpa sedikitpun merubah
redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat
dari sumber aslinya.
b. Kutipan Tidak Langsung
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-
kata tetapi menurut pokok pikiran dinyatakan dalam bahasa sendiri.
Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendeknya juga akan
disesuaikan untuk kepentingan kejelasan.
4. Teknik Pengolah dan Analisis Data
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Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola
data yang diorganisasikan kemudian diartikan dan diinterprestasikan sesuai
dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam
penelitian ini antara lain:
a. Identifikasi data merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan
analitis untuk melakukan pengelompokan bahan hukum melalui prosedur
atau tata cara seleksi. Bahan hukum (kepustakaan) mempunyai relevansi
dengan penelitian, data yang digunakan yang berkaitan dengan perjanjian
perkawinan.
b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilih data yang relevan
dengan pembahasan agar penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah
dipahami oleh pembaca.
c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui keterkaitan dari keabsahan yang akan dideskripsikan
dalam menentukan pokok jawaban permasalahan. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan faktual
sesuai dengan literatur dan sumber bacaan.
Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data
kualitatif. Analisis kualitatif dilaksanakan dengan jalan mengumpulkan data
dan mengorganisasikannya serta menyeleksi data tersebut sesuai keterkaitan
dengan masalah yang diteliti. Kemudian menganalisanya berdasarkan
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pendekatan dan mengembangkannya dengan menuliskan kembali apa-apa
yang dianggap penting untuk dibahas.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui konsep perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui konsep perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.
Kegunaan penelitian
Apabila tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan hasil penelitian akan
membawa manfaat sebagai berikut
1. Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Secara praktis akan menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga
khususnya mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Hukum Islam
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERKAWINAN
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Untuk memahami tentang perjanjian perkawinan terlebih dahulu
haruslah memahami pengertian dan hukum perjanjian pada umumnya dari
perjanjian dan perkawinan itu sendiri. Jika diuraikan satu persatu maka
sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih”.
Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi perjanjian dalam pasal
1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sebagai suatu
persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk
melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan1, sedangkan
R.Subekti merumuskan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal.2
1Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.78.
2R.Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa Jakarta, 1987), h.1.
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Berdasarkan pengertian perjanjian maka timbul hubungan antara dua
orang pihak yang dikenal dengan istilah perikatan. Perjanjian tersebut
akan menimbulkan perikatan diantara pihak yang membuatnya. Perikatan
dan perjanjian merupakan suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu
sama lain, dimana suatu perikatan tidak dapat dilihat dengan kasat mata
hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran kita, sedangkan perjanjian
dapat dilihat dengan kasat mata. Sehingga dapat dikatakan bahwa
perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian
adalah suatu hal yang konkret.3
Hubungan hukum antara dua pihak dalam perjanjian itulah yang
terdapat dalam perjanjian perkawinan, dimana perjanjian tersebut menjadi
dasar hukum untuk mematuhi isi perjanjian yang mereka buat agar
dipatuhi dan dilaksanakan sebagai suatu undang-undang keduanya
maupun untuk pihak ketiga yang juga ikut terikat dalam perjanjian
tersebut.
2. Unsur-unsur Pokok Perjanjian
Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia,
bagian naturalia dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut
3Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan dan Ahmad Budi Cahyono, Hukum Perorangan dan
Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h.129.
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pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur essentialia,
unsur naturalia dan unsur accidentalia.4
1) Bagian Essentialia
Bagian essentialia merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus
ada. Sehingga apabila bagian tersebut tidak ada, maka perjanjian
tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh pihak-pihak. Contoh
bagian essentialia adalah kata sepakat di antara pihak dan suatu hal
tertentu. Sehingga tanpa keduanya tidak akan terdapat suatu
perjanjian.
2) Bagian Naturalia
Bagian naturalia adalah bagian dari suatu perjanjian yang menurut
sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh
para pihak. Bagian naturalia dapat kita temukan di dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur. Sehingga
apabila para pihak tidak mengatur, maka ketentuan peraturan
perundang-undangan yang akan berlaku. Namun karena sifatnya tidak
memaksa, maka para pihak berhak untuk menyimpangi ketentuan
tersebut.
3) Bagian Accidentalia
4Marilang, Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian, (Makassar: Alauddin
University Press, 2013), h.175.
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Bagian accidentalia adalah bagian dari perjanjian yang merupakan
ketentuan yang diperjanjikan khusus oleh para pihak.
3. Syarat Sahnya Perjanjian
Suatu perjanjian baru dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak
apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,
sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :
a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Keempat syarat diatas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian
yang dapat dibedakan dalam dua kelompok:5
a. Syarat subjektif, yaitu syarat yang berhubungan dengan subjek
perjanjian tediri dari:
1) Kesepakatan
Kesepakatan merupakan penyesuaian kehendak antara para pihak
di mana kesesuaian tersebut adalah pernyataan yang dapat
diketahui, dilihat oleh pihak lain6
2) Kecakapan
5Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), h.93.
6Ahmad Miru, Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007),
h.14.
18
Dalam hal ini undang-undang beranggapan setiap orang cakap
untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut
undang-undang.
b. Syarat objektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan
perjanjian terdiri dari:
1) Hal Tertentu
Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan, hak-hak dan
kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang
dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya.
2) Sebab Yang Halal
Syarat perjanjian sebab yang halal dalam KUHPerdata dijelaskan
dalam pasal 1335 sama dengan pasal 1337. Sebab halal maksudnya
isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang
karena undang-undang bersifat melindungi kepentingan umum.7
Kesimpulan dari syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320
KUHPerdata adalah:
1. Apabila syarat subjektif suatu perjanjian berupa “kesepakatan” dan
“kecakapan” tidak terpenuhi maka perjanjian tetap dianggap sah, akibat
hukumnya adalah perjanjian dibatalkan.
7Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1993), h.74.
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2. Apabila syarat objektif suatu perjanjian berupa “suatu hal tertentu” dan
“klausa yang halal” tidak terpenuhi, maka perjanjian sejak semula
dianggap tidak pernah ada, akibat hukumnya adalah batal demi hukum8
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
Terdapat bermacam-macam pengertian yang terkait dengan istilah
perkawinan yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum, diantaranya:
a. Wirjono Prodjokoro berpendapat, perkawinan adalah hidup bersama
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-
syarat yang termasuk dalam peraturan9
b. Menurut Thalib, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian
suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah sah antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk
keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan
bahagia10
Selanjutnya mengenai definisi perkawinan dijelaskan dalam pasal 1
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8Marilang, Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian, h.194.
9Soedharyono Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.3.
10Soedharyono Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, h.3.
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Dengan adanya ikatan lahir dan batin, perkawinan merupakan satu perbuatan
hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena
perbuatan itu menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak atau kewajiban
bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam
pelaksanaanya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama.11
Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain
yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut namun
bersifat menambah penjelasan dengan rumusan berikut:
Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah12. Ungkapan akad yang sangat kuat atau
miitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang
terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad
perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan
sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”13
11Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015),
h.58.
12Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2.
13Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenademia
Group,2006), h.40.
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Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak
diberikan pengertian perkawinan secara rinci. Menurut pasal 26 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan, “undang-undang memandang
soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam pasal 81 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara
keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan
kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai
pencatatan sipil telah berlangsung.
Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan, terdapat perbedaan
tentang rumusan pengertian perkawinan terutama terlihat jelas perbedaan
pengertian tentang perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Undang-undang Perkawinan. Perkawinan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata hanya sebagai perikatan perdata sedangkan
perkawinan menurut undang-undang tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi
janji yang merupakan ikatan keagamaan.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang rumusan pengertian
perkawinan tetapi terdapat unsur yang sama dalam setiap pendapat, yaitu
perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki
dengan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan seperti perjanjian sewa
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menyewa ataupun jual beli tetapi perjanjian yang suci untuk membentuk
keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.14
Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang
yaitu:15
1. Perkawinan dari segi hukum
Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu
perjanjian oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan
adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata mitsaaqan
ghaalizhan. Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena
adanya:
a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan akad nikah, rukun
dan syarat tertentu.
b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur thalaq,
fasakh, syiqaq dan sebagainnya.
2. Perkawinan dilihat dari segi sosial
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang
umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang
lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya
peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa
14Moch.Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.83.
15Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 2014), h.47.
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berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai
kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-
syarat tertentu.
3. Perkawinan dilihat dari segi agama
Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang
sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang
suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak
dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi
pasangan hidupnya.
2. Rukun dan Syarat Perkawinan
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang
menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya
merupakan sesuatu yang harus diadakan,16 rukun nikah merupakan bagian
dari hakikat pernikahan, Artinya, jika salah satu dari rukun nikah tidak
terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah dan statusnya batal demi hukum.




16Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.59.
24
d. Dua orang saksi,
e. Ijab dan qabul.
Selain memenuhi rukun nikah, agar suatu pernikahan dianggap sah
harus pula memenuhi syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi
berikut:
a. Syarat-Syarat Materil
Syarat materil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat
yang menyangkut pribadi yang hendak melangsungkan pernikahan, syarat
materil meliputi syarat materil umum dan syarat materil khusus
1. Syarat materil umum sebagai berikut
a) Harus ada persetujuan dari kedua pihak
b) Usia calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya harus sudah
mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai perempuan harus 16
tahun
c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
2. Syarat materil khusus, sebagai berikut
a) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.




1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada
pegawai pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Pelaksanaan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.
Selain harus memenuhi unsur dan syarat setiap perkawinan
harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
oleh pegawai pencatat nikah (jika beragama Islam di Kantor Urusan
Agama, sedangkan jika bukan Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil).17
3. Asas-asas Hukum Perkawinan Nasional
Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
ditentukan asas-asas mengenai perkawinan. Prinsip atau asas-asas yang
tercantum dalam Undang-undang Perkawinan adalah18
1. Asas Perkawinan Kekal
Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup
2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan
Agamanya.
17Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love, h.60-61
18Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada,2016), h.51.
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Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan hanya
dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum
agama atau kepercayaan agama yang dianut calon mempelai.
3. Asas Perkawinan Terdaftar
Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaan itu akan dianggap mempunyai kekuatan
hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Asas Perkawinan Monogami
UU Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada asasnya dalam
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri,
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu
bersamaan.
5. Perkawinan Didasarkan pada kesukarelaan atau Kebebasan
Berkehendak (Tanpa Paksaan)
Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu
suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing
pihak untuk menjadi suami istri untuk saling menerima dan melengkapi
satu sama lain tanpa paksaan dari pihak manapun.
6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri
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Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun
masyarakat adalah seimbang. Suami berkedudukan sebagai kepala
rumah tannga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.
7. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri
Ketentuan ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang tidak membolehkan
adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki
seorang suami pada waktu bersamaan.
8. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian
Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia, kekal dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut prinsip
yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan
perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang
pengadilan.
4. Akibat Hukum Perkawinan
Ketika suatu perkawinan telah dianggap sah sudah pasti akan
menimbulkan akibat hukum dari perkawinan yaitu timbulnya hak dan
kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang dimaksud hak di sini adalah apa-
apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang
dimaksud dengan kewajiban adalah yang mesti dilakukan seseorang
terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga,
suami mempunyai hak dan begitupula istri mempunyai hak. Dibalik itu
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suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitupula si istri mempunyai
beberapa kewajiban.
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban
suami istri diatur dalam pasal 103 sampai dengan pasal 118
1. Suami istri harus setia dan tolong menolong (pasal 103 KUHPerdata)
2. Suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anaknya (pasal 104
KUHPerdata)
3. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (pasal 105 ayat
1 KUHPerdata)
4. Suami wajib memberi bantuna kepada istrinya (pasal 105 ayat 2
KUHPerdata)
5. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya
(pasal 105 ayat 3 KUHPerdata)
6. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (pasal 105 ayat
4 KUHPerdata)
7. Suami tidak diperbolehkan memindatangankan atau membebani harta
kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan istri (pasal 105
ayat 5 KUHPerdata)
8. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (pasal 106 ayat 1
KUHPerdata)
9. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya (pasal 106 ayat 2)
10. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim (pasal  110
KUHPerdata)
11. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suami (pasal 118
KUHPerdata)
Dalam undang-undang Perkawinan juga dijelaskan mengenai hak dan
kewajiban suami istri yang tercantum dalam pasal 30 sampai dengan pasal
34 UU Perkawinan, yang intinya sebagai berikut:
1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (pasal 30 UU
Perkawinan)
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup
bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat 1 UU Perkawinan)
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3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
(pasal 31 ayat 2 UU Perkawinan)
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga
(pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan)
5. Suami istri menentukan tempat kediaman  mereka (pasal 32 UU
Perkawinan)
6. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan saling
setia (pasal 33 UU Perkawinan)
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan)
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya
(pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan)
9. Jika suami dan istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan (pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan)
Selain dari pada hak dan kewajiban tersebut masih terdapat hak lain
yang meruapakan akibat dari perkawinan yaitu mengenai harta benda
dalam perkawinan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 35
sampai dengan pasal 37 UU Perkawinan, yang dimana intinya adalah :
1. Timbul harta bawaan dan harta bersama
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap
harta bawaan
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan sebelum melakukan




A. Pengertian Perjanjian Perkawinan
Dalam pergaulan hidup sosial, setiap hari manusia selalu melakukan
perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kepentingannya. Segala
perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak
dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat atau membuat persetujuan)
dinamakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu sendiri terdiri atas dua
jenis yaitu:1
1. Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak
warisan, pengakuan anak luar kawin, dan sebagainya.
2. Perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua
pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan
sebagainya.
Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan
dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena
perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua
pihak.
1Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2014), h.51
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Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut :
1. Menurut R.Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian
mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang
menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-
Undang”2
2. Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian
perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami
istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur
akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”3
Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai
perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan
melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka
dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari
asas atau pola yang ditetapkan undang-undang.4
Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam
Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat yakni sebagai berikut :
Ayat (1)
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
2H.M. Anshary, Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional, (Bandung: CV Mandar
Maju,2014), h.190.
3R.Sotojo  Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, (Bandung:
Alumni,1980), h.57.
4Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love,(Jakarta, Visimedia, 2015), h.32
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disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Ayat (2)
Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan.
Ayat (3)
Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
Ayat (4)
Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
dirubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah
dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan
putusan nomor 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi mengubah
ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas
menjadi
Ayat (1)
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama
perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama
dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga tersangkut.
Ayat (2)
Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan.
Ayat (3)
Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawina.
Ayat (4)
Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian dapat mengenai harta
perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah
atau mencabut dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan
pihak ketiga.
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Dengan adanya perubahan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tersebut maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait
perjanjian perkawinan, yaitu
a. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat
perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan.
b. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan
dilangsungkan, sekarang dapat berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh
suami istri.
c. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua pihak,
sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.5
Tidak adanya definisi yang jelas yang memberikan batasan perjanjian
perkawinan membuat perjanjian tersebut memiliki lingkup yang sangat luas yang
bisa mengatur berbagi hal.
Isi dari pasal 29 memiliki kaitan dengan pasal 139 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (BW) yakni dimana dalam pasal tersebut membahas persetujuan
pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam pasal 29 memungkinkan
pasangan memperjanjikan apapun termasuk harta benda selama perkawinan
namun, dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 membahas mengenai
hal berikut :
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
5http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html,
(diakses 21 Maret 2017: 14:10 WITA)
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2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 disebutkan
bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukum masing-masing”
Dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun1974
menyebutkan pemisahan harta terhadap harta bawaan masing-masing pihak saja
maka pasal 29 bisa dijadikan alternatif untuk meminimalisir tindakan yang dapat
merugikan suatu hari nanti karena calon suami dan isteri bisa membuat perjanjian
lain selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan termasuk
mengenai pengaturan utang, semua utang lama yang dibuat oleh suami atau istri
sebelum pernikahan akan menjadi tanggugan pihak yang berutang. Jadi, ketika
terjadi risiko tertentu, seperti sita asset karena gagal bayar, seluruh asset atau
harta pasangan tidak akan terganggu.6
B. Syarat Perjanjian Perkawinan
Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat
dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu perhatian
terhdap aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan
itu bisa dipertanggung jawabkan.
6Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love, h.37.
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Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum
disamping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang
Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:
1. Mengenai subjeknya, meliputi :
a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan
perbuatan hukum
b. Kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus
dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya
2. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak.
Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi
beberapa syarat/ ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:
a. Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian.
Calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan
harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi
kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu
kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah
tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak
persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan
pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan
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dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu
perjanjian.7
b. Suami Istri Cakap Membuat Perjanjian
Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap
bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban
perkerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan
tidak berada dalam pengampuan. Mengenai kapan seseorang dewasa
dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang
menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-undang Perkawinan, anak yang
belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada
dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan
yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini
berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum
mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan
harus mendapat izin dari orang tua atau wali.8
7Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Kencana, 2004), h.3
8Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.86
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c. Objek Perjanjian Jelas
Maksudnya adalah mengenai isi perjanjian perkawinan.
Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan
harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa yang
sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.
d. Tidak Bertentangan dengan Hukum, Agama dan Kesusilaan
Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami isteri
isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
K. Wantijik Saleh, SH menjelaskan bahwa pasal 29 Undang-
undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan,
menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan. Beliau mengatakan perjanjian tersebut
dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa
perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan
kesusilaan.9
e. Dinyatakan Secara Tertulis dan Disahkan PPN
9K.Wantijik saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Cet VI: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980),
h.32
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Syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi
meskipun perjanjian telah dibuat namun jika tidak dicatat dan
disahkan PPN perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
Sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum
agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum10.
C. Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan
Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian
perkawinan adalah:11
1. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang
dimiliki oleh suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak
maupun harta bersama.
2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing
pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai
pendidikan anak, usaha, tempat tinngal, dan lain-lain sepanjang tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah
tangga.
Selain dari tujuan tersebut hal penting yang menjadi tujuan dari
pembuatan perjanjian perkawinan adalah pemisahan harta ini dilakukan
10Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, h.38
11Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love, h.59
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supaya pihak perempuan tidak kehilangan haknya untuk membeli properti dan
atau tidak kehilangan hak propertinya,
Logika sederhananya adalah menurut Undang-undang Perkawinan No
1 tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama. Jika membeli properti setelah kawin dengan status hak milik maka
properti tersebut dianggap sebagai milik kedua belah pihak. Padahal orang
asing tidak boleh memiliki properti dengan status hak milik, mereka hanya
bisa boleh menggunakan status hak pakai , hak sewa makanya diperlukan
adanya perjanjian perkawinan yang memisahkan harta kedua belah pihak.
Apabila setelah perkawinan membeli properti dan tidak punya
perjanjian perkawinan yang terjadi ialah, mengutip pada pasal 21 Undang-
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, orang
asing memiliki harta dari perkawinan campuran wajib melepaskan dalam
waktu satu tahun properti harus dijual dalam waktu satu tahunapabila tidak
akan diambil oleh negara.12
Adapun yang menjadi manfaat perjanjian perkawinan menurut Anna
Zubari salah seorang notaris manfaat dari perjanjian perkawinan adalah:13
12http://americanindonesian.com/2014/03/21/pentingnya-perjanjian-pra-nikah-preenuptial-
agreement/, (diakses 1 Juli 2017 pukul 16.00 WITA)
13https://gaya.tempo.co/read/news/2014/09/25/205609523/ada-6-manfaat-perjanjian-pranikah,
(diakses tanggal 1 Juli 2017 pukul 17.00 WITA)
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1. Melindungi kekayaan. Dengan adanya perjanjian pranikah dapat
memastikan saat pasangan anda menikah dengan anda bukan dikarenakan
uang
2. Melindungi kepentingan, misalnya apabila pasangan anda melakukan
poligami akan ada pengaturan untuk menjamin kehidupan semua istrinya
dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah. Dengan perjanjian
ini dapat memastikan harta bersama anda akan terlindungi tidak
tercampur, perjanjian ini dapat memastikan pemisahan harta peninggalan
anda baik untuk perkawinan yang pertama, kedua dan ketiga bahkan
perkawinan keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup
terjamin. Jauh dari pertikaiann dan perselisihan antar ahli waris
3. Membebaskan anda dari kewajiban ikut membayar utang pasangan anda.
Harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan
ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 121 KUHPerdata, harta
bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing
suami isteri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, bila pasangan
anda memiliki beban utang yang tinggi, anda ikut berkewajiban
melunasinya. Kemudian apabila anda menikahi pasangan dengan beban
utang yang signifikan, dan tidak mau bertanggung jawab atas hutangnya,
maka perjanjian ini dapat membantu memastikan bahwa hal ini tidak
terjadi.
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4. Menjamin kepentingan usaha. Apabila memiliki usaha bisnis yang
dijalankan (baik badan usaha maupun badan hukum), pasangan berhak
menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap
sebagai harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian kekayaan
atas usaha bisnisnya harus dibagi. Termasuk soal keuntungan harta atau
bertambahnya harta kekayaan berdua yang timbul dan hasil harta
kekayaan masing-masing. Dengan perjanjian ini akan fleksibel mengatur
bila terjadi perceraian atau perkawinan berakhir, pasangan bisa
melanjutkan berbisnis aatau bermitra dan sebaliknya sesuai yang dibuat.
5. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Dalam pasal 35
ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, harta bawaan
dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pada perjanjian pranikah dapat memastikan tidak akan hadiah atau hibah
berpindah dan menjamin harta perolehan dari warisan atau hadiah
keluarga tetap dalam kekuasaan anda.
6. Menjamin kondisi finansial anda setelah perkawinan putus atau berakhir.
Sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis
pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang
diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih
memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan
berdasarkan pertimbangan keputusan hakim, dalam perjanjian pranikah
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bisa membicarakan soal ini dengan baik. Misalnya tanggal pengajuan
perjanjian pranikah dan meminta ke hakim untuk memerintahkan suami
demi menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
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BAB IV
ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
A. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pengertian perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dalam pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan
bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam
hubungan suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta
persatuan.
Penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta dimungkinkan oleh
ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya
memberi kesempatan untuk suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin
yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan asal perjanjian tersebut tidak
menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.1
Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat
biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan ekonomi
yang sangat tajam. Apalagi jika ada indikasi salah satu pasangan berniat
1Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju 2007), h.52.
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menikah hanya untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu
pasangan atau ternyata keduanya memiliki utang dalam jumlah besar sebelum
menikah. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko
terjadinya penyitaan harta pasangan lainnya.2
Berbagi macam manfaat dari perjanjian perkawinan tidak langsung
membuat masyarakat menjadi berpikir untuk membuat perjanjian sebelum
melangsungkan perkawinan, hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat
merasa bahwa perjanjian tersebut tidak begitu penting dan tidak sesuai dengan
budaya masyarakat timur.
Kurangnya minat masyarakat khususnya di Kota Makassar terhadap
perjanjian perkawinan dapat dilihat melalui tabel berikut:
No Tahun Jumlah Pasangan Yang Mendaftarkan
Perjanjian Perkawinan
1 2013 7 pasang
2 2014 9 pasang
3 2015 15 pasang
4 2016 17 pasang
5 Januari-Juni 2017 4 pasang
Tabel 1. Jumlah Pasangan yang Mendaftarkan Perjanjian Perkawinan dalam
Waktu 5 Tahun Terakhir.
2Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love, h.34.
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Berdasarkan data tersebut diketahui dalam lima tahun terakhir ada
beberapa pasangan calon suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan
namun menurut Kabid Pelayanan Catatan Sipil Kota Makassar jumlah tersebut
lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pasangan yang mendaftarkan
perkawinan tanpa perjanjian perkawinan.
1) Bentuk Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang
Hukum Perdata
Menurut Ketentuan Pasal 147 BW perjanjian perkawinan harus
dibuat dengan syarat sebagai berikut :
a. Dengan akta notaris
Hal ini dilakukan untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga untuk:3
1) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat
daripada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.
2) Untuk adanya kepastian hukum.
3) Sebagai alat bukti sah.
4) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas
ketentuan pasal 149 BW (setelah dilangsungkan perkawinan
dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat
diubah).
3 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Soebijono Tjitrowinoto, Pluralisme Dalam Perundang-
undangan Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press 1986), h.59.
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Pasal 147 BW tersebut sejalan dengan realitas yang ada di
Kantor Catatan Sipil Kota Makassar sebab perjanjian yang akan
didaftarkan diharuskan dituangkan dalam akta notaris sebab dasar
untuk mencatat perjanjian tersebut adalah salinan akta notaris yang
kemudian akan dicatatkan pada catatan pinggir dalam akta nikah
pasangan suami isteri.
Tugas dari pegawai Kantor Catatan Sipil hanya sebatas
pencatatan pada akta nikah sebab masalah poin-poin yang
diperjanjikan adalah persetujuan pasangan suami dan isteri serta
notaris yang membantu mereka dalam membuat perjanjian tersebut,
dengan adanya akta notaris perjanjian tersebut tidak akan diragukan
lagi.4
b. Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan
Syarat ini diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan
dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian
perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan itu. Perjanjian
perkawinan berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak
dapat diubah. Jadi selama perkawinan berlangsung hanya berlaku satu
4 Drs. Y.Situru, M.Si, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Wawancara,
Makassar 12 Juni 2017.
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macamhukum harta perkawinan kecuali bila terjadi pisah harta
kekayaan5
Tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami isteri
tersebut yaitu:6
1) Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Untung dan Rugi
Dalam pasal 115 KUHPerdata disebutkan:
Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami isteri
hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan untung dan rugi, maka
berartilah bahwa perjanjian yang demikian, dengan sama sekali tak
berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang,
setelah berakhirlah persatuan suami isteri, segala keuntungan pada mereka
yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua,
sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua.
Ketentuan mengenai persatuan untung rugi ini tidak semua harta
kekayaan suami isteri dicampur menjadi harta persatuan, tetapi hanya
sebagian dari harta kekayaan suami isteri saja yang merupakan
keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan. Harta kekayaan
(semua laba dan hutang) suami isteri yang mereka bawa dalam
5 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga Pohan,
(Surabaya: UNAIR, 2008), h.77.
6 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga Pohan,
(Surabaya: UNAIR, 2008), h.88.
48
perkawinan dan harta yang mereka peroleh dengan cuma-Cuma
(hadiah,warisan) sepanjang perkawinan adalah modal tetap milik pribadi
suami atau isteri dan masing-masing tidak masuk dalam kebersamaan,
sehingga terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:7
a) Milik pribadi suami
b) Milik pribadi isteri
c) Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan
2) Perjanjian Kawin Dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan
Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan (gameenschap van
vruchten en inkomsten) undang-undang hanya memuat satu pasal (pasal
164 BW). Ketentuan dalam perjanjian kawin, menetukan antara suami dan
isteri hanya akan ada kebersamaan hasil dan pendapatan, sehingga berarti
tidak akan ada kebersamaan bulat atau menyeluruh menurut undang-
undang dan tidak akan ada pula kebersamaan untung dan rugi.
Demikian halnya pada kebersamaan hasil dan pendapatan, juga
terdapat kemungkinan adanya tiga jenis harta kekayaan yaitu: harta
kekayaan suami, harta kekayaan isteri dan harta kekayaan kebersamaan
hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan hasil dan pendaptan ini
dahulu terdapat banyak pendapat, tetapi sekarang dapat dikatakan bahwa
pada umumnya orang berpendapat: kebersamaan tersebutdalam banyak hal
7 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga Pohan,
(Surabaya: UNAIR, 2008), h.90.
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sama dengan kebersamaan untung rugi. Perbedaannya, apabila
kebersamaan tersebut menujukkan kerugian (saldo negatif), maka suami
yang mengurusi kebersamaan itu. Dengan kata lain, suami harus memikul
seluruh kerugian. Apabila kebersamaan itu menimbulkan keuntungan,
maka keuntungan ini dibagi antara suami isteri.
Hal ini sesuai dengan pasal 105 KUHPerdata yang menentukan
bahwa, “setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri. Ia
(suami) harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah
tangga yang baik, dan karenanyapun bertanggung jawab atas segala
kealpaan dalam pengurusan itu”.
Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUHPerdata menempatkan
suami berperan lebih besar dalam keluarga, sehingga kerugian yang timbul
dalam praktek perjanjian perkawinan dalam bentuk persatuan hasil dan
pendapatan menjadi tanggungan suami8
3) Peniadaan Terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan
Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan sama sekali
atas kekayaan calon pasangan suami isteri sepanjang perkawinan, maka
dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan bahwa antara
calon suami isteri tersebut tidak akan ada percampuran harta dan secara
tegas dinyatakan tidak ada persatuan untnnung rugi.
8Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, (Bandung: Sumur
bandung, 1964), h. 101.
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Setiap peniadaan kebersamaan hanya ada dua kemungkinan dalam
harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami dan milik pribadi
isteri. Tidak ada kemungkinan adanya harta kekayaan ketiga yang
termasuk dalam suatu kebersamaan harta kekayaan terbatas.
Di Kota Makassar masyarakat yang memutuskan untuk membuat
perjanjian perkawinan adalah mereka yang memiliki latar belakang
perkerjaan sebagai pengusaha atau mereka yang memilih menikah dengan
warga negara asing,9 menyimak beberapa salinan akta notaris perjanjian
perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar beberapa diantaranya
menekankan pada pemisahan harta. Pasangan suami isteri tersebut tidak
menghendaki adanya persatuan harta benda dan mereka yang
melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing menekankan
bahwa tidak ada persatuan harta benda khusus untuk aset dan properti di
Indonesia.
2. Isi Perjanjian Kawin
Asas-asas yang ditentukan dalam BW menyatakan, bahwa calon
suami isteri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka
kehendaki. Pasal 139 BW menentukan bahwa dalam perjanjian kawin,
kedua calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang
9 Drs. Y.Situru, M.Si, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Wawancara,
Makassar 12 Juni 2017.
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ditetapkan dalam lebersamaan harta kekayaan, dengan syarat
penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan
dan ketertiban umum (openbare orde)
Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian
perkawinan dapat dikemukakan pendapat ahli hukum, antara lain:10
1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat
memuat apa saja yang berhubungan dengan kewajiban suami isteri
maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda
perkawinan.
2. R.Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam
peraturan perundang-undangan, dan tidak ditafsirkan lain, maka lebih
baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya
meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang
hukum kekayaan
3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya
dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban di bidang hukum kekayaan dan hal itu menyangkut
mengenai harta yang merupakan harta pribadi suami isteri yang
dibawa dalam perkawinan
10Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syajarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h.80-81
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Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi
perjanjian kawin dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:11
1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan pasal 23 A.B
tersebut dan pasal 1335 BW yang menentukan bahwa perjanjian yang
dibuat karena sebab (causa) palsu dan terlarang tidak mempunyai
kekuatan hukum. Hal tersebut sama dengan larangan untuk kawin
dengan lebih dari seorang istri atau larangan untuk meminta cerai.
Meskipun kedua hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam BW,
namun tidak diperkenankan dimuat dalam perjanjian kawin.
2. Tidak dimuat janji-janji yang menyimpang dari :
a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala
perkawinan (pasal 140 ayat 1), misalnya hak suami untuk
menentukan tempat kediaman atau untuk mengurus kebersamaan
harta (pasal 124 BW)
b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouder lyke macht),
misalnya hak nuntuk mengurus harta kekayaan anak-anak dan
mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau
mengasuh anak-anak (isi kekuasaan orang tua ditentukan dalam
pasal 298 dan seterusnya)
11 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga Pohan,
(Surabaya: UNAIR, 2008), h.85.
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c. Hak-hak yang ditentukan undang-undang bagi mempelai yang
hidup terlama (langstlevende echtgenoot) misalnya, untuk menjadi
wali dan berwenang untuk menunjuk seorang wali dengan
testament (pasal 140 BW)
3. Tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas
peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Hal ini (pasal 141
BW) dirasakan berlebihan (overbodig), oleh karena pasal 1063 BW
telah mengatur pula larangan untuk melepaskan hak mewaris dari
orang yang masih hidup.
4. Calon suami isteri tidak boleh membuat perjanjian (beding) dengan
kata-kata umum (in algemene bewoordingen) bahwa hukum harta
perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing, atau
oleh adat kebiasaan, kitab undang-undang atau peraturan-peraturan
setempat yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini diadakan untuk
kepastian hukum. Jadi yang diperbolehkan adalah apabila isi undang-
undang negara asing atau hukum adat kebiasan itu dirumuskan sedetail
atau sejelas-jelasnya.
B. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam
Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan
nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan
diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah
“persyaratan dalam perkawinan”, kaitan antara syarat perkawinan dengan
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perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat yang
harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak yang
berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Menepati perjanjian itu
menurut Alquran adalah sesuatu yang diperintahkan , sesuai dengan firman
Allah diakhir ayat QS. Al-Isra (17): 34
             
Terjemahnya :
Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung
jawabannya.12
Tafsir ayat ini ialah penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji,
baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan
subtansi yang dijanjikan karena sesungguhnya janji yang kamu janjikan akan
diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT kelak di hari kemudian atau
diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya.13
Menurut tafsir Al-Azhar ayat tersebut menjelaskan bahwa hidup
manusia di dunia ini selalu terikat dengan janji-janji. Maka janganlah mudah-
mudah saja membuat janji, kalau janji itu tidak terpenuhi. Di dalam janji
terkandung amanat dan Tuhan pun memberikan didikan buat memenuhi
janjiitu pada kehidupan kita sehari-hari, sehingga dikatakan bahwa amalan
yang paling utama ialah sembahyang pada awal waktunya. Kalau kita telah
12Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata, (Bandung: CV Haekal
Media Center, 2007), h.285.
13M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.83.
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meneguhi janji dengan Allah, niscaya kita aman mendisiplin diri meneguhi
janji dengan sesama manusia. Setiap perjanjian itu akan ditanya, artinya akan
dipertanggungjawabkan.14
Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah
dimulai dengan ucapan sumpah yaitu : wallahi, billahi dan tallahi dan
membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhi.15
Perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan
hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan
syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak
dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.16
Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1 huruf e
perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang
digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di masa
akan datang.
Perjanjian nikah bukan merupakan perjanjian biasa melainkan
perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalidzan yang dimana  isi dari perjanjian
tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kata mitsaqan
ghalidzan ditarik dari firman Allah QS. An-Nisa (4): 21
14Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 13-14, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), h.63.
15Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.145.
16Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.146.
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                
 
Terjemahannya :
“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah
bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu)
telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”17
Menurut tafsir Al-Maraghi di ayat ini Allah ingin menyadarkan dengan
sebuah pertanyaan bagaimana mereka memperkenankan diri mau mengambil
hak tersebut dari kaum wanita, sesudah hubungan suami isteri terjalin dengan
ikatan yang kuat. Masing-masing pihak merupakan belahan dari lainnya,
sehingga setelah masing-masing bersetubuh berarti saling pakai yang akibatnya
akan melahirkan anak kemudian sang suami memutuskan pertalian yang besar
itu maka suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah ia berikan.18
Menurut M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa
ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, dia pada
hakikatnya mengambil janji  dari calon suami agar dapat hidup bersama rukun
dan damai. Rasulullah SAW ketika menikahkan putrinya Fatimah
bersabdakepada calon suami anaknya bahwa “wahai Ali, dia, yakni Fatimah
untukmu, dengan harapan enakau berbaik-baik menemaninya”. Kata mitsaqan
ghalizhan atau perjanjian yang kuat ditemukan tiga kali dalam Al-Quran.
17Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata, h.81.
18Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jilid 4, (Semarang: PT Toha
Semarang 1986), h.389.
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Pertama dalam ayat ini, yang melukiskan hubungan suami isteri, kedua
menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi (Qs. Al Ahzab 33:7) dan
ketiga perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-
pesan agama (Qs. An-Nisa 4:157).
Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh
sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian mereka yang taat
melaksanakan pesan-pesan Ilahi masih akan digabung  dan hidup bersama
kelak di hari kemudian. Dari segi tinjauan hukum, larangan mengambil kembali
maskawin ini disebabkan, dengan pernikahan isteri telah  bersedia menyerahkan
dengan rela rahasianya yang terdalam dengan membolehkan suami untuk
melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian maskawin yang
diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita atau imbalan
kebersamaanya dengan suami sepanjang masa. Kalaupun seandainya maskawin
dinilai sebagai harga atau upah ia adalah harga sesaat hubungan seks itu
sehingga, begitu saat tersebut berlalu harga atau upah tersebut bukan milik
suami.19
Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa ayat tersebut berupa pertanyaan,
bagi orang yang beriman hendaklah menjadi pengertian mendalam dan tidak
ada lagi kata-kata halus daripada ini untuk orang yang beriman. Sampai hati
kamu mengambilnya kembali, padahal sudah sekian lama kamu bersuami isteri
19M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.467.
58
dengan dia? Telah berpadu. Telah engkau pakai dia dan telah dipakainya
engkau. Tidakkah engkau ingat, bahwa sekian lama engkau berkasih mesra
dengan dia, engkau sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan? Apakah
harganya barang-barang itu jika diingat, bahwa sari isterimu telah engkau
ambil? Apatah lagi, akan menjadi dosa yang lebih mengejutkan, jika kelak
barang-barang itu akan engkau hadiahkan pula kepada isterimu yang baru.
Kehoramatan akan diberikan kepada suami dan si suamipun telah
menyerahkan diri menyambut nasibnya dan membina hidup berumah tangga
dalam khayalannya akan hidup rukun, sampai mati salah seorang. Sekarang
tiba-tiba hancur segala harapan itu, dia diceraikan dan barang-barangnya
diambil pula. Sungguh perbuatan itu amat nista, bukan perangai orang beriman.
Yang akan b erbuyat begini hanya orang jahiliyah atau orang yang mengakui
Islam padahal budinya budi jahiliyah.20
Mengenai bentuk perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dijabarkan
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 disebutkan bahwa kedua mempelai
dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :
a. Taklik Talak dan
b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam
20Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987), h.305.
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1.Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan
Mudahnya perceraian dalam rumah tangga dapat ditanggulangi salah
satunya dengan ikrar taklik talak, biasanya setelah akad nikah seorang suami
ditawari pembacaan taklik talak sebagai bentuk perjanjian kepadanya istrinya,
bagi perempuan memang ada peluang untuk mengajukan taklik talak sebagai
alasan untuk sebuah perceraian ketika suatu waktu suami mengingkari salah
satu isi taklik talak.21
Kata taklik talak terdiri dari dua kata yakni taklik dan talak. Kata
taklik dari kata arab allaqa yu’alliqu ta’liqan yang berarti menggantungkan.
Sementara, kata talak dari kata arab tallaqa yutalliqu tatliqan yang berarti
mentalak, menceraikan atau perpisahan. Maka dari sisi bahasa taklik talak
berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadi talak (perceraian) atau
perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu.22
Sementara bila dilihat penggunaannya, seperti dalam praktik di
Indonesia taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan
antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu dan sesuatu ini
dibuat dan disepakati pada waktu melakukan akad nikah, maka pelanggaran
terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadi perceraian.
Berdasarkan subtansi inilah menjadi dasar dan alasan untuk mengatakan
21 Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, (Jakarta: PT Elex Medis
Komputindo, 2014), h.105.
22Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016),
h.106.
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bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang
dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahan antara
suami dan isteri.23
Dalam sebuah ikatan perkawinan yang sakral diharapkan hanya satu
kali terjadi, namun kenyataannya bahtera dalam rumah tangga tidak
selamanya berjalan indah seperti yang diharapkan. Hal-hal yang tidak
diinginkan pun tidak jarang terjadi dan terkadang berujung perceraian.
Menurut Sayuti Thalib hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, maka
dengan adanya taklik talak ini diharapkan adanya pelimpahan wewenang
penjatuhan talak dari pihak suami ke pihak isteri meskipun terbatas dalam hal
tertentu, ketika isteri merasa tertekan dengan keadaan yang ada dalam rumah
tangga, isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama
dengan alasan suami melanggar salah satu dalam rumusan taklik talak.24
Mengenai teks (sighat) taklik talak yang diucapkan sesudah
dilangsungkannya akad nikah adalah sebagai berikut:25
“sesudah akad nikah, saya bin ... berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya
akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli
istri saya bernama ... binti ... dengan baik menurut ajaran agama Islam”
23Khoiruddin Nasution, “Menjamin hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian
Perkawinan”, Jurnal UNISIA XXXI no. 70 (Desember, 2008), h.336.
24Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, h.108.
25Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
h.129
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Selanjutnya, saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya sebagai
berikut:
Sewaktu-waktu saya:
1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan
lamanya.
Kemudian istri saya tidak ridha dan mengaduhkan kepada Pengadilan Agama,
atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya
dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya
membayar uang sebesar Rp. 1.000,- sebagai ‘iwadh (pengganti) kepada saya,
maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut
tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadh (pengganti) itu dan
kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.
Tidak adanya keharusan dalam membacakan shighat taklik talak yang
tercantum dalam buku nikah membuat beberapa suami setelah akad nikah
menjadi enggan untuk membacakan hal tersebut dikarenakan mereka merasa
tidak pantas ketika baru saja ijab qabul lantas harus membahas masalah
perceraian tetapi ada juga yang tetap ingin membacakan disebabkan karena
permintaan calon isteri dan keluarganya, namun ada beberapa orang yang
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menolak namun tetap menandatangani perjanjian tersebut yang artinya
dianggap telah dibaca serta disetuji suami.26
Secara teknis pegawai pencatat perlu memeriksa secara teliti,
sebagaimana disebut dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun
1975
1. Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah
menyetujui adanya taklik talak sebagai dimaksudkan pasal 11 ayat 3
peraturan ini, maka suami mengucapkan dan mendatangani taklik talak
yang disetujuinya setelah akad nikah dilangsungkan.
2. Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik
talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya
maka hal ini segera diberitahukan kepada istrinya.27
Memerhatikan muatan sighat taklik talak tersebut, kandungan
maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari
kesewenangan-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-
hak yang seharusnya diterima si isteri. Meskipun sesungguhnya isteri, telah
mendapat hak berupa khulu’ (gugat cerai) maupun hak fasakh karena itu yang
perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui
dan membaca dan menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak. Ini
dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan
persoalan yang timbul.28
26 Yusran Subang, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Rappocini Kota Makassar,
Wawancara, Makassar, 15 Juni 2017.
27Peraturan Menteri Agama No 3 tahun 1975 Ayat 1-2.
28Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
h.129.
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a. Macam-macam Taklik Talak
Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam
ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak
atas isterinya apabila ternyata di kemudia hari melanggar salah satu atau
semua yang telah di ikrarkannya. Adapun ucapan talak bermacam-macam
diantaranya:29
1. Talak yang langsung jatuh
Maksudnya ialah talak yang diucapkan tanpa ikatan syarat apapun,
tidak disandarkan pada waktu akan datang. Misalnya suami berkata
kepada isterinya “engkau saya talak”, maka talak itu jatuh pada saat
diucapkan.
2. Talak mu’allaq atau talak yang tergantung
Maksudnya ialah talak yang diucapkan suami dengan satu syarat,
misalnya suami mengatakan kepada isterinya “kalau saya pergi
meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuh talak saya atas
dirimu”.
Talak mu’allaq adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada
suatu masa akan datang. Pengistilahan yang lain dari talak mu’allaq
adalah taklik talak, taklik talak versi Indonesia ini berlainan dengan
taklik talak yang dalam kitab fikih, di mana yang menjadi sasaran
29Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani 1989),
h.190.
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adalah isteri, seperti suami mengatakan kepada isterinya “kalau kamu
keluar rumah engkau tertalak sedangkan taklik talak versi Indonesia
yang menjadi sasaran adalah suami.30
Talak bergantung (talak mu’allaq) ada dua bagian:31
a) Taklik qasami, dimaksudkan sebagaimana dalam sumpah, yakni
untuk menekan isteri agar mau melakukan sesuatu atau
meninggalkannya dan atau memperkuat berita. Misalnya ucapan
suami kepada isteri “jika engkau pergi kerja engkau tertalak” hal
tersebut dimaksudkan mencegah kerja bukan menjatuhkan talak.
b) Taklik syarthi, dimaksudkan menjatuhkan talak ketika tercapai
syarat. Misalnya ucapan suami kepada isteri “jika engkau
membebaskan aku dari sisa maharmu engkau tertalak”
Kedua talak bergantung di atas menyebabkan terjadinya
talak menurut mayoritas ulama jika tercapai apa yang
digantunginya sedangkan Ibnu Hazm berpendapat tidak terjadi
talak. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mempunyai pendapat
terperinci mengenai masalah ini, keduanya berpendapat talak
mu’allaq yang didalamanya ada unsur sumpah tidak jatuh dan
wajib membayar kaffarat (denda) apabila sumpahnya tidak
30Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h.241.
31Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat
Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta: AMZAH, 2014), h.274.
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dipenuhi yaitu dengan memberi makan sepuluh orang miskin,
memberi pakaian, jika tidak mampu harus puasa selama tiga hari.
Menurut Ibnu Taimiyah, lafal yang diucapkan dalam talak ada tiga
macam sebagai berikut:32
1. Sighat tanjizi (bebas), seperti perkataan suami: “engkau tercerai”. Dengan
ucapan ini terjatuhlah talak tidak sumpah dan tidak perlu kaffarah menurut
kesepakatan ulama.
2. Sighat taklik (bergantung), seperti ucapan suami: “talak mengharuskan
aku, sungguh akan aku kerjakan begini”, hal ini menurut kesepakatan
ulama tergolong kedalam sumpah.
3. Sighat taklik (bergantung), seperti ucapan suami: “jika engkau lakukan
begini maka isteriku tertalak”. Jika dimaksudkan sumpah sedangkan ia
benci talak sebagaimana ia benci pindah agama, maka ia sumpah,
hukumnya seperti sighat sumpah menurut kesepakatan ulama.
b. Syarat dan Unsur Taklik Talak
1. Syarat Taklik Talak
Talak bukanlah tanpa syarat, apabila usaha perdamaian antara
suami dan isteri untuk hidup rukun kembali telah dilakukan dan tidak
ditemukan tanda-tanda keberhasilan, maka untuk bercerai ada syarat
32 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat
Khitbah, Nikah dan Talak (Jakarta: AMZAH, 2014), h.274.
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yang harus dipenuhi. Dalam hal sahnya taklik talak harus memenuhi
syarat sebagai berikut:33
a) Harus disandarkan pada sesuatu yang belum ada tetapi akan ada.
Apabila digantungkan atas perkara yang telah ada maka talaknya
jatuh  pada saat taklik diucapkan. Misalnya seseorang mengatakan
“kalau matahari terbit engkau tertalak padahal matahari sudah terbit
maka jatuhb talaknya.
b) Sewaktu taklik talak diucapkan, perempuan yang akan di talak itu
masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan
suaminya.
c) Suami yang menalak adalah suami sah dari isteri yang ditalak.
2. Unsur-Unsur Taklik Talak
Berdasarkan shighat taklik talak yang ditetapkan oleh Menteri
Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990
sedikitnya meliputi 10 unsur. Secara riil alasan perceraian itu ada
apabila kesemua unsur yang ada dalam sighat taklik talak itu terwujud,
dengan memperhatikan kemungkinan alternatifnya pada salah satu poin
(1), (2), (3) dan (4). Unsuru yang dimaksud adalah:
a. Suami meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut, atau
b. Suami tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya,
atau
33Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h.241.
67
c. Suami menyakiti badan/jasmani isteri, atau
d. Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan
lamanya
e. Isteri tidak ridho
f. Isteri mengadukan ke Pengadilan
g. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan
h. Isteri membayar uang iwadh
i. Jatuhnya talak satu suami kepada isteri
j. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada pengadilan, untuk
selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan
ibadah sosial.
2.   Perjanjian Lain  yang Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam,
Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam terbagi dua :34
1. Perjanjian Perkawinan dengan Pengaturan Harta
Hukum Islam terdapat dua pendapat yang mengemukakan
tentang harta bersama, yaitu:
Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum Islam tidak dikenal
percampuran harta kekayaan suami dan istri karena perkawinan
kecuali adanya “syirkah”, harta kekayaan istri tetap menjadi milik
istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta
34Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, (Jakarta:
PT RajaGrafindo persada,2016), h.69.
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kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai
sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap
dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal,
termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala
perbuatan hukum dalam masyarakat.
Sebagaimana Firman Allah QS An-Nisa(4): 32
               
                    
  
Terjemahnya :
“Dan janganlah kamu merasa iri hati terhadap apa yang
diakruniakan Allah kepada sebagaian kamu lebih banyak dari
sebagaian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian
daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi  para wanita
(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”35
Tafsir ayat diatas ialah, Allah telah membebani kaum
lelaki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Kaum lelaki
mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka dan
mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa
disertai kaum wanita. Kaum wanita mengerjakan berbagai
35Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata, (Bandung: CV Haekal
Media Center, 2007), h.83.
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pekerjaan yang diperuntukan bagi mereka dan mereka juga
memperoleh bagian khusus tanpa disertai kaum pria, masing-
masing keduanya tidak boleh iri terhadap apa yang dikhususkan
bagi yang lainnya.
Hendaknya masing-masing memohon pertolongan dan
kekuatan kepada Rabb-Nya dalam melaksanakan pekerjaan yang
dibebankan kepadanya, dan jangan iri terhadap apa yang
dibebankan pihak lain.36
Berdasarkan uraian dalam tafsir Al-Misbah ayat tersebut
menjelaskan ayat ini berpesan agar tidak berangan-angan dan
berkeinginan yang dapat mengantar kepada pelanggaran-
pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah, termasuk ketentuan-Nya
menyangkut pembagian waris di mana laki-laki mendapat bagian
lebih banyak daripada perempuan, ayat ini berpesan dan
janganlah kamu berangan-angan yang menghasilkan ketamakan
terhadap apa yang dikaruniakan Allah sebagian kamu, seperti
harta benda, bagian dalam warisan, harta anak yatim,
kedudukan, kecerdasan, nama baik, jenis kelamin, dan lain-lain
yang kualitasnya lebih baik dan jumlahnya lebih banyak dari apa
yang dianugerahkan-Nya kepada sebagian yang lain. Allah
36Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jilid 4, (Semarang: PT Toha
Semarang 1986, h.35.
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menganugerahkan kepada setiap orang dan jenis apa yang
terbaik untuknya guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam
hidup ini.37
Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa dalam ayat ini
disebutkan bagi laki-laki akan ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan artinya semua orang laki-laki telah  disediakan
Tuhan pembahagian dan pembahagian itu akan didapatnya
menurut usahanya. Perempuan-perempuan pun demikian pula.
Untuk masing-masing perempuan telah disediakan Allah
pembahagian, yang akan didapatnya tetapi kalau tidak
diusahakan pembahagian itu tidak akan diberikan. Dengan hanya
berangan-angan, pembahagian akan tetap jauh. Perempuan
disuruh berusaha, sebagaimana laki-laki berusaha masing-
masing dalam bidangnya.38
Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama
antara suami dan istri menurut hukum Islam. Pendapat ini
mengakui bahwa apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang menegenai harta
bersama seperti dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 sesuai
dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.
37M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.503.
38Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 5, (Jakarta: Pt Pustaka Panjimas, 1987), h.37.
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Dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 37 Undang-Undang
Perkawinan menyebutkan bahwa: Harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 UU
Perkawinan), ini berarti terbentuknya harta bersama  dalam
perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan
sampai ikatan perkawinan bubar. Harta bawaan dari masing-
masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing
baik hadiah warisan menjadi penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2)
UU Perkawinan), kecuali kedua belah pihak menentukan lain
dalam perjanjian (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan), yaitu pisah
harta, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untruk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36
ayat (2) UU Perkawinan. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menegaskan bahwa “bila perkawinan putus karena
perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-
masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing
ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama
perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta
bersama.
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2. Perjanjian Perkawinan Dengan Pisah Harta
Untuk melindungi si istri terhadap kekuasaan si suami yang
sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri,
Undang-Undang memberikan kepada si istri suatu hak untuk meminta
pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap
berlangsungnya perkawinan. Pemisahan kekayaan itu dapat diminta
oleh si istri:
a. Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik,
mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan
keluarga
b. Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap
kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan
menjadi habis
c. Apabila si suami mengobralkan kekayaan sendiri, hingga si isteri
akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan
padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan
oleh suami terhadap kekayaan istrinya.
Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus
diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim,
sedangkan putusan hakim ini pun harus diumumkan. Hal ini untuk
menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang
yang mempunyai piutang terhadap si suami.
Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim
berakibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus
kekayaan sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilan
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sendiri sesukanya. Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan
kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akta
notaris, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk
pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan itu.39





Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 179. Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus
dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari
perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan
kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan
peniadaan kebersamaan harta kekayaan. Di masyarakat khususnya
masyarakat Kota Makassar belum terlalu memperhatikan mengenai
pembuatan perjanjian perkawinan hal tersebut terlihat dari jumlah
pasangan yang mendaftarkan perjanjian perkawinan pada Kantor Catatan
Sipil dalam lima tahun terakhir lebih sedikit jika dibandingkan dengan
jumlah pasangan yang mendaftarkan perkawinan tanpa perjanjian
perkawinan.
2. Hukum Islam juga memperbolehkan mengenai perjanjian perkawinan hal
tersebut diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum
Islam. Bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam terbagi dua yaitu taklik
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talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkan akad,
hal tersebut bukan sesuatu yang wajib dibacakan dalam rangakaian
perkawinan namun sekali taklik talak diucapkan tidak dapat dicabut
kembali, taklik talak tersebut merupakan pegangan bagi isteri bilamana
kemudian hari suami melanggar isi dari perjanjian tersebut maka isteri
berhak menjadikannya dasar untuk mengajukan gugatan cerai.
B. Saran
1. Saran pertama ditujukan kepada calon  pasangan suami isteri yang akan
melangsungkan pernikahan dan menginginkan dibuatnya perjanjian
perkawinan sebaiknya pasangan tersebut mengetahui dengan rinci segala
hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan mulai dari bentuk, syarat
serta akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian perkawinan
tersebut.
2. Saran selanjutnya ditujukan kepada pemerintah untuk lebih gencar
mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, dalam
sosialisasi tersebut hendaknya dijabarkan sisi-sisi positif atau tujuan dan
manfaat dari membuat perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak
dan memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban pada masing-masing
pihak serta melindungi dari kesewenang-wenangan dalam rumah tangga,
yang paling penting pemerintah juga memberikan pemahaman kepada
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calon pasangan suami isteri bahwa perjanjian tersebut bukan sebagai
bentuk ketidak percayaan terhadap calon pasangan melainkan menjadi
salah satu persiapan sebelum melangsungkan pernikahan dengan
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